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ABSTRACT: The case of pregnancy as a result of rape is very undesirable for all 

women who have a disease in society. The research method used is library 

research with qualitative research properties. The research approach uses a 

normative-juridical approach that refers to positive legal norms and Islamic law. 

The results of the research obtained in practice in Indonesia are reviewed from 

the perspective of positive law and Islamic law have in common, namely it is 

permissible for abortion to be provided with medical indications and both laws 

agree to prohibit abortion by individual means without the presence of medical 

personnel. 
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Menurut Hukum Islam dan Positif  
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Abstrak: Kasus kehamilan akibat dari pemerkosaan sangatlah tidak diinginkan 
bagi semua wanita yang timbul penyakit di masyarakat. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu penelitian library research dengan  sifat  penelitian  
kualitatif. Pendekatan penelitian  menggunakan pendekatan  normatif-yuridis  
yang  mengacu  pada  norma  hukum  positif  dan hukum Islam. Hasil 
penelitian yang didapatkan dalam praktek di Indonesia dikaji  dengan  
perspektif  hukum positif dan hukum Islam memiliki persamaan yaitu 
diperbolehkan untuk aborsi dengan syarat adanya indikasi medis dan kedua 
hukum tersebut sepakat untuk melarang aborsi dengan cara individual tanpa 
adanya tenaga medis.  
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PENDAHULUAN 

Dalam riset pada pusat penelitian kesehatan di Universitas Indonesia itu 
sendiri menemukan, bahwa terjadinya aborsi rata-rata mendapatkan kasus 2 
juta orang pertahunnya sehingga tidaklah aman dalam kondisi tersebut.1 Dalam 
data WHO sendiri memperkiraan terdapat 10-50% dari kasus aborsi yang tidak 
aman sehingga mengakibatkan kematian dari si ibu.2 Angka aborsi yang tidak 
aman (unsafe abortion) sangatlah tinggi dalam kasusnya, diperkirakan setiap 
tahun di seluruh dunia yang mengakibatkan 20 juta orang yang melakukan 
perbuatan tersebut dan terdapat 26% masih tergolong dalam perbuatan legal 
dan lebih dari 70.000 kasus aborsi yang tidak aman terdapat di negara 
berkembang yang mengakibatkan kematian dari si ibu.3 

Pada pelaksanaan UU nomer 36 tahun 2009 terkait masalah pengguguran 
kandungan dalam tertera dalam pasal 75 ayat (1) menjelaskan semua orang 
tidak diperbolehkan melaksanakan dalam hal menggugurkan kandungan. Dan 
dijelaskan pula pada ayat (2) bahwa tindakan yang dilakukan aborsi 
mendapatkan terkecualian ataupun dilaksanakan akan tetapi dengan adanya 
izin karena darurat secara medis yang sudah deteksikan sejak dini awal 
kehamilan yang pengecualian dapat dikuatkan dengan terdapat pada pasal 77 
yang menyebutkan dalam isinya:  

Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan pencegahan 
dari upaya tindakan aborsi seperti halnya yang telah dimaksudkan terdapat di 
pasal 75 dalam ayat (2) serta di ayat (3) sangat buruknya dalam berkualitas, 
mengalami dampak yang buruk dalam terjadinya jaminan dalam 
keamanannya, dan tidak adanya yang bertanggungjawab, begitu juga 
menentang adanya aturan baik dari segi agama dan juga terdapat di 
perundang-undangan yang berlaku. 

Terdapat pula dalam surat Al-Isra ayat 31 yang menjelaskan dalam Firman-
Nya: 

لَهُمْ كَانَ خِطْ  ًٔا كَبِئًْْا وَلََ تَ قْتُ لُوْْٓا اوَْلََدكَُمْ خَشْيَةَ امِْلَ   اِنا قَ ت ْ
كُمٍْۗ  نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَاِيَّا

 ٣١ -ق ٍۗ

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. 
Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh 
mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (Qs. Al-Isra (17):31).4 

Dari kalangan fuqahā mengalami perbedaan pendapat terkait dengan aborsi 
yang terdapat di berbagai literatur klasik ketika sebelum terjadinya penyawaan 
(qabla nafkh al-rūh) dengan maksud yaitu kehamilan sebelum terjadinya 
peniupan ruh ke dalam janin, adapun kehamilan sesudah terjadinya 
penyawaan (ba’da nafkh al-rūh) dari para jumhur ulama bersepakat melarangnya 
terkecuali dengan adanya kondisi yang darurat sehingga dapat mengancam 
kehidupan nyawa sang ibu. Perbedaan tersebut tepatnya kepada “kapan 
terjadinya kehidupan manusia dimulai?”.5 Pada dasarnya pertanyaan ini tidak 
mampu dijawab oleh siapapun, ulama bahkan sains teknologi dari kebidanan 
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modern sekalipun tidak ada yang bisa menjawabnya, sehingga sampai 
sekarangpun masih menjadi rahasia illahí. Sehingga permasalahan ini 
menjadikan perbedaan pendapat dalam hal aborsi yang dilakukan sebelum 
terjadinya peniupan ruh. Para ulama dari kalangan madzhab sendiri 
mempunyai pendapat yang berbagai macam, terdapat hukum yang 
memperbolehkan, memakruhkan hingga ada yang mengharamkan secara 
mutlak. Kontroversi tersebut terjadi bisa dari kalangan antar madzhab maupun 
dari persoalan internal madzhab itu sendiri. 

Dari pemaparan persoalan diatas dapat terlihat permasalahan yang terjadi 
baik dari pengaplikasian perundang-undangan yang ada di Indonesia maupun 
dari kalangan fuqahā dalam penetapan hukum yang melakukan perbuatan 
aborsi itu sendiri. Dari kalangan fuqahā sendiri ada yang memperbolehkan akan 
tetapi dengan adanya pembatasan waktu dibawah seratus dua puluh hari dari 
usia si janin. Dan terdapat pula yang tidak diperbolehkan sama sekali dan 
terdapat pula membolehkan dengan adanya alasan-alasan tertentu. Dalam 
kasus kehamilan akibat dari pemerkosaan itu sendiri, yang dimana dari korban 
pemerkosaan sendiri mendapatkan gangguan mental dan trauma yang sangat 
mendalam pasca terjadinya tersebut, seperti dikucilkan oleh masyarakat, tidak 
bisanya sosialisasi terhadap lingkungan sekitar dan mendapatkan perlakuan 
yang negatif lainnya, bahkan mengakibatkan gila hingga bunuh diri. Untuk 
menjawab dilema ini sangat diperlukan kajian yang sangat mendalam supaya 
dapat menghasilkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan dikemudian 
hari. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Aborsi 

Alborsi beralsall dalri balhalsal Inggris yalkni albortion daln albortus dallalm balhalsal 

Laltin. Dalri segi balhalsal beralrti menggugurkaln jalnin dallalm kalndungaln. Daln alborsi 

dallalm balhalsal Alralb yalng beralrti all-ijhādh altalu isqalth all-halml.6 

Menurut All-Halfidz Ibn Raljalb berkaltal: “Beberalpal dalri ulalmal fiqh memberikaln 

rukhshalh (dispensalsi) kepaldal walnital yalng menggugurkaln kalndungalnnyal selalmal 

jalninnyal belum bernyalwal dengaln calral ‘alzl. Alkaln tetalpi pendalpalt ini dhalíf (lemalh), 

dikalrenalkaln jalnin merupalkaln alnalk yalng terikalt daln alpalbilal Alllalh berkehendalk, 

malkal ikaltaln tersebut dalpalt terlepals dengaln calral ‘alzl. Ketikal Ralsul ditalnyal 

mengenali hukum ‘alzl, lallu menjalwalbnyal: “tidalk aldal lalralngaln dalri kallialn untuk 

melalkukaln ‘alzl. Tidalk aldal saltu jiwal yalng bernalfals melalinkaln Alllalh yalng malhal 

penciptal.7 Palral ulalmal mendefinisikaln balhwal alnalk yalng menjaldi ‘allalqalh (embrio), 

malkal ibu tidalk diperbolehkaln untuk menggugurkalnnyal, dikalrenalkaln alnalk itu sudalh 

terikalt, bedal hallnyal berupal nuthfalh (spermal) yalng terikalt daln terkaldalng tidalk 

terjaldi pembualhaln. 

Dallalm balhalsal kedokteraln, alborsi yalitu pengelualraln halsil konsepsi secalral 

premalture dalri utenus-embrio altalu vetus yalng belum vialbel daln terjaldinyal 

pengalkhiraln kehalmilaln sebelum false gestalsi (kehalmilaln) paldal malsuk umur dual 
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puluh delalpaln minggu altalupun sebelum jalnin dengaln beralt 1000 gralm.8 Menurut 

Salrdikin Ginalputral dalri Falkultals Kedokteraln UI yalng mendefinisikaln balhwal alborsi 

sebalgali pengalkhiraln kehalmilaln altalu halsil konsepsi sebelum jalnin dalpalt hidup 

dilualr dalri kalndungaln. Sementalral itu,  

Dalri definisi dialtals, dalpalt disimpulkaln balhwal alborsi aldallalh tindalkaln yalng 

dimalksudkaln secalral sengaljal untuk melalkukaln pengguguraln kalndungaln yalng belum 

cukup walktu untuk hidup dilualr ralhim.9 

2. Macam-Macam Aborsi 
a. Alborsi dalri Perspektif Medis 

Dallalm perspektif medis balhwal alborsi terdiri dalri dual malcalm, yalkni 

menggugurkaln kalndungaln dengaln calral spontaln (spontalneous albortus) daln 

menggugurkaln kalndungaln dengaln calral disengaljal altalu bualtaln (albortus 

provocaltus). Alborsi dengaln calral disengaljal altalu bisal disebut dengaln terjaldinyal 

calmpur talngaln malnusial yalng dimalnal bentukinilalh yalng sering terjaldi dallalm 

kehidupaln malsyalralkalt.10 

1) Alborsi spontaln (albortus spontalneous) 

Alborsi spontaln didefinisikaln sebalgali pengguguraln yalng tidalk disengaljal 

daln terjaldi talnpal aldalnyal tindalkaln alpalpun.11 Adapun jenisnya: 

a) Albortus diinduksi 

Paldal jenis ini terjaldi kalrenal pendalralhaln yalng balnyalk daln kealdalaln ini 

isteri dihalruskaln operalsi untuk mengosongkaln ralhim dalri kehalmilalnnyal 

dikalrenalkaln berbalhalyal balginyal. 

b) Albortus kompletus 

Dallalm kealdalaln ini, jalnin daln plalsental sertal talli pusalr kelualr 

semualnyal, alkaln tetalpi terjaldinyal pendalralhaln yalng sedikit saljal. 

c) Albortus inkompletus 

Alborsi jenis ini terjaldi paldal sebalgialn kalndungaln kelualr daln sebalgialn 

lalgi tertundal dikalrenalkaln falktor ralhim yalng terdalpalt di kalndungaln. 

d) Albortus halbituallis 

Paldal jenis ini mengallalmi kejaldialn keguguraln kalndungaln yalng terjaldi 

3 kalli berturut-turut altalupun lebih. Falktor dalri penyebalb keguguraln itu 

dikalrenalkaln aldalnyal kelalinaln di leher ralhim altalu pembengkalkaln didallalm 

ralhim altalupun calcalt dalri balwalaln. 

e) Albortus terinfeksi 

Alborsi ini terjaldi dikalrenalkaln aldalnyal infeksi di dallalm kalndungaln 

paldal salalt kehalmilaln. 

f) Albortus missed 

Alborsi jenis ini terjaldi kalrenal jalnin malti yalng beraldal dallalm ralhim ibu 

daln tidalk diketalhui penyebalbnyal. 

g) Albortus mundzalr (inspirer) 
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Alborsi yalng dikalrenalkaln kekeringaln dallalm ralhim dimalsal alwall dalri 

terjaldinyal alborsi daln malsal alwall dalri kehalmilaln.12 

2) Alborsi bualtaln/sengaljal (albortus provocaltus) 

Alborsi ini yalng terjaldi dikalrenalkaln tindalkaln pengguguraln yalng 

dilalkukaln oleh malnusial.  

a) Albortus alrtificiallis tralpicus 

Albortus alrtificiallis tralpicus yalitu pengguguraln yalng dilalkukaln oleh 

dokter aldalnyal indikalsi medis.13  

Dallalm konteks kode etik kedokteraln menjelalskaln balhwal indikalsi yalng 

bisal dijaldikaln pedomaln untuk melalkukaln Albortus alrtificiallis tralpicus bisal 

berubalh-ubalh seusali dengaln aldalnyal perkembalngaln ilmu kedokteraln itu 

sendiri. Seperti contoh penyalkit yalng diperkenalnkaln sebalgali indikalsi 

Albortus alrtificiallis tralpicus yalitu dedompensalsi kordis, glumerulonetritis 

kronis, sindromal hetrotik, daln kalrsinomal rektik yalng melallui raldio teralpi.14 

 

 

 

b) Albortus provocaltus criminallis 

Albortus provocaltus criminallis yalitu tindalkaln yalng mengelualrkaln jalnin 

dalri dallalm ralhim dengaln calral disengaljal daln talnpal aldalnyal sebalb yalng 

memperbolehkalnnyal.15  

b. Alborsi dalri Perspektif Fikih 

Dallalm literaltur fikih, alborsi dalpalt digolongkaln menjaldi limal malcalm 

dialntalralnyal:16 

a) Alborsi spontaln (all-isqālth all-dzaltí) 

Alborsi ini terjaldi dikalrenalkaln gugurnyal jalnin dengaln calral allalmialh talnpal 

aldalnyal unsur daln gugur dengaln sendirinyal. Kebalnyalkan alborsi ini disebalbkaln 

aldalnyal falktor kelalinaln kromosom, kelalinaln ralhim, sebalgialn kecil disebalbkaln 

infeksi sertal kelalinaln hormon.17 

b) Alborsi dikalrenalkaln kondisi dalruralt altalu pengobaltaln (all-isqālth all-dhalrurí all-

‘ilaljí) 

Alborsi ini terjaldi dikalrenalkaln aldalnyal indikalsi fisik yalng bisal mengalncalm 

nyalwal ibu jikal kehalmilalnnyal dilalnjutkaln. Dallalm hall ini yalng ringaln 

resikonyal yalitu mengorbalnkaln jalnin sehingal alborsi jenis ini menurut algalmal 

diperbolehkaln.18 

c) Alborsi kalrenal aldalnyal tidalk disengaljal altalu khilalf (khalthal’) 

Alborsi ini terjaldi dikalrenalkaln aldalnyal unsur tidalk disengaljal dallalm 

perbualtalnnyal. Misallnyal seoralng polisi yalng tengalh memburu pelalku tindalk 

kriminall kejalhaltaln yalng ralmali pengunjungnyal. Dikalrenalkaln aldal kehilalngaln 

jejalk, malkal polisi berusalhal menembalk penjalhalt, alkaln tetalpi pelurunyal 
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menyalsalr ke tubuh ibu halmil sehinggal menyebalbkaln keguguraln. Kejaldialn 

tersebut bisal terjaldi, kalrenal seoralng polisi hendalk memperkalralkaln tindalkaln 

kriminall yalng dilalkukaln oleh ibu yalng tengalh halmil, kalrenal ial meralsal talkut 

daln stress beralt yalng mengalkibaltkalnnyal keguguraln.19 

d) Alborsi yalng menyerupali kesengaljalaln (syibh all-‘almd) 

Alborsi ini dilalkukaln dengaln calral menyerupali kesengaljalaln. Contohnyal 

seoralng sualmi menyeralng istrinyal yalng tengalh halmil yalng mengalkibaltkaln 

keguguraln, yalng dikaltalkaln menyerupali unsur kesengaljalaln kalrenal seralngaln 

memalng tidalk tertuju kepaldal jalnin dallalm perutnyal, melalinkaln halnyal kepaldal 

ibunyal. Kemudialn alkibalt dalri seralngaln tersebut, jalnin terlepals dalri tubuh 

ibunyal altalu mengallalmi keguguraln. Menurut fikih, pihalk yalng menyeralng itu 

halrus diberikaln hukumaln daln hukumaln semalkin beralt alpalbilal jalnin ketikal 

kelualr dalri perut ibunyal memberikaln talndal-talndal kehidupaln. Seperti 

menalngis altalupun bergeralk-geralk.20 

e) Alborsi yalng direncalnalkaln daln disengaljal (isqaldh all-‘almld) 

Contoh dalri alborsi yalng disengaljal aldallalh seoralng ibu dengaln sengaljal 

meminum obalt-obaltaln dengaln malksud algalr kalndungaln yalng dikalndungnyal 

gugur altalu disengaljal menyuruh oralng lalin (dukun, dokter daln lalin sebalgalinyal) 

untuk melalkukaln menggugurkaln kalndungaln. Alborsi sejenis ini dialnggalp 

berdosal daln pelalkunyal dihukum dengaln calral pidalnal (jinalyalt) kalrenal 

melalkukaln pelalnggalraln tindalkaln halk alsalsi malnusial (HAlM).21 

Malcalm-malcalm alborsi tersebut yalng sudalh dipalpalrkaln, dalpalt diringkals 

sebalgalimalnal dallalm talbel berikut ini: 

 

Tabel 1. Macam-macam Aborsi 

Jenis Indikalsi Salnksi Hukum 

Alborsi spontaln (all-isqālth 

all-dzaltí) 

Allalmialh talnpal aldalnyal 

rekalyalsal 
Tidalk Aldal 

Alborsi dikalrenalkaln 

dalruralt (all-isqālth all-

dhalrurí all-‘ilaljí) 

Medis dikalrenalkaln 

kelalinaln yalng 

membalhalyalkaln sang ibu 

Tidalk Aldal 

Alborsi yalng tidalk 

disengaljal (khalthal’) 

Medis, fisik, aldalnyal 

tindalkaln tertentu yalng 

tidalk disengaljal yalng 

berdalmpalk keguguraln 

dallalm jalnin 

Membalyalr 

dendal/ualng tebusaln 

Alborsi menyerupali 

kesengaljalaln (syib’almd) 

Fisik, aldalnyal tindalkaln 

tertentu dengaln falktor 

yalng disengaljal yalng 

berdalmpalk gugurnyal jalnin 

Membalyalr 

dendal/ualng tebusaln 
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dallalm ralhim 

Alborsi dengaln disengaljal 

(all-‘almd) 

Medis, Fisik yalng terdalpalt 

tindalkaln tertentu yalng 

dimalksudkaln untuk 

menggugurkaln 

kalndungaln. 

Pidalnal hukumaln 

yalng setimpall sesuali 

dalri usial 

kalndungalnnyal. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis yang akan peneliti pakai dalam suatu permasalahan yang akan diteliti 
dengan menggunakan metode pustaka (library research) dengan maksud bahwa 
peneliti akan memakai objek kajian secara literatur yang memfokuskan dengan 
bahan kepustakaan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci 
tentang aborsi hasil perkosaan yang bersumber dari Hukum Islam dan 
pendapat Hukum Positif.22  
 
HASIL PENELITIAN 

Praktek Aborsi Akibat Pemerkosaan di Indonesia 

Praktik aborsi pada zaman ini menunjukkan fenomena yang semakin 
marak dengan jumlah angka yang cukup signifikan. Untuk ruang lingkup 
secara makro dapat dilihat dari berbagai sumber data seperti laporan data 
WHO yang memperlihatkan dalam hitungan satu tahun angka aborsi mencapai 
4,2 juta kasus untuk wilayah asia tenggara..23 

Pada tahun 1994 diperkirakan satu juta yang melakukan aborsi setiap 
tahunnya di Indonesia, 50% diantaranya dilakukan oleh pasangan yang belum 
menikah dan dari jumlah tersebut kurang lebih 10-25% yang melakukannya 
dari kalangan remaja. Tahun berikutnya, terdapat seratus remaja di Denpasar 
dan Bandung yang melakukannya dikarenakan kehamilan yang tidak 
diinginkan.24 

Menurut Held dan Andriananz dalam surveinya, terdapat kelompok yang 
beresiko tinggi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, dan mereka 
mengemukakan bahwa terdapat empat kelompok yang beresiko yaitu: 
Kelompok dalam gagalnya kontrasepsi sekitar 48%, kelompok dari kalangan 
remaja sekitar 27%, Kelompok dari para pekerja seks komersial sekitar 14%, 
kelompok dari korban pemerkosaan, incest, budak seks sekitar 9%.25 

Menurut angka aborsi pada tahun 2001, terdapat 2,3 juta yang melakukan 
aborsi, dan diantaranya dari kalangan remaja menunjukkan 15%-20%. Dalam 
hal ini menjadikan angka kematian ibu di Indonesia sangat tinggi serta 
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian ibu tertinggi di 
Asia Tenggara. 

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat terdapat 46.698 kasus 
dalam hal kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan baik dari ranah 
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personal maupun publik sepanjang tahun 2011 sampai 2019, dalam hal kasus 
pemerkosaan itu sendiri mendapatkan 715 kasus. Sehingga Komnas Perempuan 
menyimpulkan bahwa terdapat dua jam sekali setidaknya ada tiga perempuan 
yang mengalami kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan perhatian khusus dalam 
hal kekerasan seksual dan menangani perlindungan kasus sebanyak 440 kepada 
korban kekerasan seksual dalam kurun waktu 2014 hingga Mei 2020. 

Dari alasan-alasan yang dikemukakan, tampak sebagian besar dari aborsi 
tidak hanya disebabkan kemauan murni dari perempuan, melainkan dilakukan 
akibat dari kekhawatiran yang menyebabkan resiko sosial, ketakutan kepada 
orang lain, paksaan keluarga, kondisi keluarga yang membuatnya tidak berani 
untuk memiliki anak lagi.26 

 
PEMBAHASAN 

1. Implementasi Dalam Regulasi Hukum Terhadap Aborsi Atas Indikasi 
Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat dari Perkosaan Ditinjau Dari Segi 
UU No. 36 Tahun 2009 

Di dalam Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Kemudian 
disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) bahwa larangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :  
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik 

yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit 
genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat 
diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; 
atau  

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis 
bagi korban perkosaan.  

Dari pengecualian di atas, kriteria indikasi kedaruratan medis dan 
kehamilan akibat perkosaan merupakan kata kunci untuk dapat 
dilaksanakannya tindakan aborsi yang legal di Indonesia. Ruang lingkup 
indikasi kedaruratan medis diperinci di dalam Pasal 32 ayat (1) butir (a) dan 
(b) PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang menyebutkan 
bahwa indikasi kedaruratan medis meliputi :  
1. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu Di dalam 

penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
mengancam nyawa merupakan penyakit yang apabila kehamilannya 
dilanjutkan akan mengakibatkan kematian ibu. Kemudian yang dimaksud 
mengancam kesehatan ibu merupakan suatu keadaan fisik dan/atau 
mental yang apabila kehamilan dilanjutkan akan menurunkan kondisi 
kesehatan ibu, mengancam nyawa atau mengakibatkan gangguan mental 
berat.  

2. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang 
menderita penyakit berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 
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dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan. Di dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan 
janin merupakan kehamilan dengan kondisi janin yang setelah dilahirkan 
tidak dapat hidup mandiri sesuai dengan usia, termasuk janin yang 
menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun janin 
yang tidak dapat diperbaiki kondisinya.  

Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana disebutkan 
di dalam Pasal 33 ayat (1) PP No. 61 Tahun 2014, dilakukan oleh tim 
kelayakan aborsi. Selanjutnya di dalam Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa 
tim kelayakan aborsi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga 
kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan 
kewenangan. Di dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim harus 
melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.27 

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksaan aborsi yang terdapat pada 
UU Nomor 36 Tahun 2009 yaitu: 
1. Kendala yang bersifat internal yang berkaitan dengan Korelasi antara 

lembaga terkait baik dalam memberikan rekomendasi atau memberikan 
izin untuk melakukan aborsi waktu yang dianggap membingungkan bagi 
perempuan korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi yang sehat 
dan aman.  

2. Kendala yang Bersifat eksternal yaitu kurangnya pemahaman mengenai 
boleh melakukan aborsi dengan indikasi tertentu oleh masyarakat 
sehingga masyarakat masih menganggap aborsi belum di perbolehkan. 
Kurangnya peran serta masyarakat dalam keterlibatan edukasi kesehatan 
reproduksi yang di berikan oleh instansi terkait. Masih banyak 
masyarakat menutupi kasus kehamilan yang dikarenakan perkosaan baik 
oleh keluarga sendiri atau orang lain dan memilih untuk diam. Adanya 
perbedaan pendapat dikalangan masyarakat mengenai boleh atau 
dilarangnya aborsi dari segi sosial, budaya dan agama.28 

2. Pengaturan Aborsi Terhadap korban pemerkosaan menurut Hukum Islam 
Fuqaha sepakat bahwa pelaku dari pemerkosaan dikenakan hukuman 

hadd dan tidak ada hukuman hadd bagi wanita yang diperkosanya, 
dikarenakan hal ini merupakan zina dengan adanya pemaksaan, sementara 
arti dari pemaksaan yaitu membawa kepada sesuatu yang tidak disukainya 
secara terpaksa. Keadaan tersebut dapat digolongkan dengan keadaan yang 
darurat, yaitu seorang wanita yang menjadi korban dipaksa untuk 
melakukan persetubuhan yang dilarang dari luar perkawinan. Dengan 
demikian, korban tidak dikenai hukuman dalam pertanggungjawaban 
hukum.29 Pendapat ini berlandasarkan dalam firman Allah SWT dalam surat 
An-Nahl ayat 106: 

اِيْْاَنهِ نَ اللّهِٰ ٍۗوَلََمُْ عَذَابٌ   ٖ  ْٓٓ اِلَا مَنْ اكُْرهَِ وَقَ لْبُه ٖ  مَنْ كَفَرَ بِِللّهِٰ مِنْْۢ بَ عْدِ  يْْاَنِ وَلهكِنْ مانْ شَرحََ بِِلْكُفْرِ صَدْرًٔا فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِٰ  بِِلَِْ
ْۢ
ن  مُطْمَىِٕ

 ١٠٦  -ظِيْمٌ  عَ 
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Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan 
Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman 
(dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka 
kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. (Qs. 
An-Nahl Ayat 106).30 

 Aborsi dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam pembunuhan 
syibh amd yang sekalipun dilakukan dengan berbagai alasan apapun. 
Pendapat fuqaha dalam solusi hukum terhadap aborsi akibat pemerkosaan 
yaitu untuk tetap dipertahankan janin apabila keadaan si ibu normal dan 
menyakinkan untuk mengandung janinnya.31 

 Hasil pendapat dari kalangan Imam Mazhab terkait dengan aborsi hasil 
dari pemerkosaan, Menurut Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa hakikat dari 
aborsi itu haram untuk dilakukan oleh wanita yang sedang mengandung, 
apabila terdapat dampak yang ditimbulkan dari melanjutkan kehamilannya 
merupakan sesuatu yang rawan, dikhawatirkan akan menyebabkan 
kemudharatan yang fatal bagi si ibu. Maka aborsi ini diperbolehkan sebelum 
peniupan ruh (qabla nafhi al-ruh) pada usia sebelum 120 hari. 

 Yusuf Qardawi mengatakan, bahwa tidak ada perbedaan antara 
kehamilan hasil dari pemerkosaan dan perzinahan. Persamaan ini dilihat 
dari segi ‘illat dari akar masalah tersebut, yaitu tidak adanya kerelaan dari 
salah satu pihak baik dari pihak wanita maupun pria. Dalam pemerkosaan 
ini memiliki sifat tidak rela karena wanita tersebut menjadi korban, namun 
jika perzinahan ketidakrelaan dari keluarga.32 

3. Perbandingan Hukum Terkait Tindakan Aborsi Terhadap Hasil 
Pemerkosaan Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam 

Setiap peraturan yang dibuat dengan maksud untuk kesejahteraan orang 
banyak, seperti dalam kaidah ushul fiqh: 

 دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أوَْلََ مِنْ جَلْبِ الْمَصَلِحِ 

Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah 
kemaslahatan.33 

Dan pemerintah memberikan dalam kemudahan aturan yang termaktub 
dalam UU No. 36 Tahun 2009 dan dijabarkan dalam PP No. 61 Tahun 2014, 
yang berbunyi:  

Pada pasal 31 ayat 3 yang berbunyi tindakan aborsi hanya dapat 
dilakukan berdasarkan; 

a. indikasi kedaruratan medis dan/atau 
b. kehamilan akibat dari perkosaan  
Pada pasal 4 bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia 
kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari 
pertama haid terakhir. 
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Pada pasal 32 ayat 1 indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: 

a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau 
b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk 

yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun 
yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi untuk hidup diluar 
kandungan. 

Menurut Mahmud Syaltut dan Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa 
aborsi merupakan hal yang diharamkan pada semua fase yang beralasan 
bertemunya sperma dan ovum yang sudah terjadi konsepsi dalam 
pertumbuhan janin. Apabila pengguguran itu dilakukan dengan terpaksa 
demi menyelamatkan sang ibu, maka diperbolehkan dengan prinsip kaidah 
ushul fiqh: 

 إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًٔا بِرتكاب أخفهما

Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah 
mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih 
ringan. 34 

Tidak adanya keraguan yang menyatakan bahwa mustahil secara 
pandangan medis dalam menentukan perkosaan yang benar terjadi. 
Menurut Joseph Fletcher bahwa prinsipnya kehamilan harus menjadi pilihan 
bukan pemaksaan. Memaksa agar tetap hamil sampai tiba waktunya maka 
bertentangan dengan medis. 35 Hal ini pula terdapar dalam prinsip kaidah: 

 هة مع اَلحاجة  كرا لَ لَحرام مع الضرورات وَ 

Tidak di haramkan ketika dalam kedaan dharurat dan tidak di makruhkan ketika 
dalam keadaan diperlukan.36 

Berdasarkan UU kesehatan, imam mazhab dan kaidah diatas, maka 
dapat disimpulkan dalam praktik aborsi terhadap kehamilan akibat 
perkosaan dengan syarat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten 
dan suatu tindakan yang biasa dilarang untuk keselamatan dalam keadaan 
terpaksa, sesuai dengan ketentuan norma agama dan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. 

 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam  praktek  aborsi akibat pemerkosaan di Indonesia dikaji   dengan   

perspektif   hukum   positif   dan   hukum   Islam. Dari segi UU pada No. 36 

Tahun 2009 memperbolehkan melakukan aborsi dengan usia kehamilan paling 

lama 40 hari atas dasar indikasi kedaruratan medis, dalam praktik aborsi 

terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan syarat dilakukan oleh tenaga 

medis yang berkompeten dan suatu tindakan yang biasa dilarang untuk 

keselamatan dalam keadaan terpaksa, sesuai dengan ketentuan norma agama 

dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kalangan 
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imam mazhab bersepakat bahwa aborsi setelah diberikan nyawa hukumnya 

haram dan suatu tindakan kriminal yang tidak halal bagi seorang muslim 

untuk melakukannya. Beberapa ulama mengatakan bahwa pengguguran 

semacam ini dikenakan hukuman diyat apabila anak lahir dalam keadaan hidup 

kemudian mati. Namun demikian, mereka berkata apabila penyelidikan dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa hidupnya anak dalam 

kandungan akan membahayakan kehidupan bagi sang ibu, maka syariat Islam 

dengan kaidah-kaidah yang umum memerintahkan untuk mengambil salah 

satu darurat yang ringan (akhaffudhdhararain).  
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